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Kami mengapresiasi kebijakan baru Forest Consenva®olicy (FCP) APP yang telah diumumkan
pada 5 Februari 2013 lalu. Kebijakan ini dalam psogntuk diterjemahkan dalam Standar Operasional
Prosedur (SOP) atau protokol bagi internal APPsigtayernya. Dari dokumen yang kami peroleh per
17 April 2013 lalu, secara khusus kami ingin mengaikan hal-hal substansial yang masih kurang dan
perlu diperbaiki terkait dengan isu sosial (FPIQ g@nyelesaian konflik) dan isu konservasi (hutan
dan gambut) yang telah dirumuskan dalam bentuk &@P. Mengingat poin-poin ini sangat penting
dan mendasar, maka kami meminta agar catatan imjadie perhatian serius APP sebelum
mengesahkan protokol-protokol tersebut.

1. Pelaksanaan FPIC

Pemaknaan FPIC dalam draft panduan yang telah tdiasih belum sesuai dengan
pemaknaan yang baik dan sesuai pengertian FPICasetd. FPIC seharusnya merujuk pada
makna Hak sebuah komunitas masyarakat untuk metk@apanformasi ihformed sebelum
(Prior) sebuah program atau proyek pembangunan dilakaand&lam wilayah mereka, dan
berdasarkan informasi tersebut, mereka secara ltabpa tekananF(ee) menyatakan setuju
(consent atau menolak atau dengan kata lain sebuah hajanasést (adat) untuk memutuskan
jenis kegiatan pembangunan macam apa yang merekalgigkan untuk berlangsung dalam
tanah adat mereka. Ini artinya ketika tidak adasetejuan masyarakat maka kegiatan
Operasional APP harus dihentikan. Jika sebelum yadgpernyataan tidak setuju dari
masyarakat pihak perusahaan telah mengambil dan mémnanfaatkan areal yang menjadi
objek hak masyarakat, maka pihak perusahaan haemgembalikan areal (objek) tersebut
kepada masyarakat bersangkutan.

Sebagai pijakan dalam memaknai FPIC tersebut, Adrdaknya mengacu pada Resolusi PBB
No. 61/295 tahun 2007 mengenai Deklarasi Persank&angsa-Bangsa tentang Hak-Hak
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Masyarakat Adat, di mana pada dasarnya FPIC dind&ksu untuk menghormat{to
respectynelindungi(to protect) dan memenuhto fulfill) hak-hak masyarakat adat. Dengan
demikian penerapan FPIC diharapkan akan membantoyetesaikan konflik lama dan
mencegah terjadinya konflik baru di kemudian hari.

Draft panduan FPIC tersebut belum secara tega@main pertanyaan pada tahapan apa dalam
siklus pembangunan HTI APP FPIC akan diterapkak hatuk areal yang sedang digarap
maupun rencana izin baru. Kami melihat bahwa umsttgal yang sedang digarap penerapan
FPIC yang baik semestinya diterapkan sebelum peagaRencana Kerja Tahunan (RKT),
sedangkan pada izin baru FPIC harus diterapkaraket#dau bersamaan dengan AMDAL
(Analisis Mengenai Dampak Lingkungan). Jadi, sefehlerbitnya izin definitif, dan lebih
penting lagi, sebelum alat-alat berat milik perasahberoperasi di lapangan, FPIC harus sudah
dilaksanakan pada setiap komunitas yang potemsikdria dampak.

Dalam pelaksanaan FPIC masyarakat harus dijaminrmpumeyai keleluasaan mendapatkan
nasehat dan dampingan dari ahli-ahli yang relegahingga sebelum memutuskan setuju atau
tidak setuju, masyarakat terlebih dahulu telah rikiniemahaman yang baik dan sadar akan
segala konsekuensi atas keputusan mereka.

Dalam proses pembahasan opsi-opsi menuju kesepakadgyarakat mesti mendapat jaminan
bahwa tidak ada penggunaan kekuasaan, tekananidasi, tipu muslihat ataupun suap, baik
secara langsung maupun tidak langsung.

Ruang bagi pelibatan pemantau independen, fasiligtu mediator dalam setiap penerapan
FPIC pada areal yang sedang digarap maupun izinrbasti dibuka seluas-luasnya.

Sebagai konsekuensi penerapan FPIC maka akanblaiilika APP memiliki prosedur khusus
untuk menghormat{to respect), melindungfto protect) dan memenuhfto fulfill) hak-hak
masyarakat adat/lokal. Prosedur mesti mengacu Radalusi PBB No. 61/295 tahun 2007 dan
prosedur lain yang dianggap relevan.

Dalam aspek informasi, pihak APP tidak hanya fokmgik membuat masyarakat mengetahui
manfaat kehadiran perusahaan, namun juga harusptieam mengemukakan dampak-dampak
potensial bagi masyarakat, agar bersama-sama degaikirkan penanggulangannya. Untuk
bisa mencapai keadaan tersebut, maka perusahaahgugs memahami dan menghormati nilai
dan budaya masyarakat yang berkaitan dengan taamahsdmber daya alam, termasuk
menghormati sistem kelembagaan dan mekanisme péigarkeputusan mereka.

. Penyelesaian Konflik

Terminologi “konflik sosial” dalam draft ini mestliganti menjadi “konflik tenurial” karena
pada dasarnya SOP ini mencakup tentang konflik ysseaan yang timbul sebagai akibat
persoalan struktural penguasaan hutan yang belotasthingga saat ini.

Pendekatan yang mesti diarusutamakan dalam peayjahe konflik tenurial ini yaitu
dialog/musyawarah dengan melibatkan fasilitator u atanediator yang independen,
mengedepankan perdamaian, keadilan serta beraiieptala pemulihan hubungan untuk
menjadi harmonis. Dengan demikian, pendekatan legatal/litigasi harus dikesampingkan
dalam penyelesaian setiap konflik.

Penyelesaian konflik tenurial di tengah ketidakelsan kebijakan kehutanan hanya bisa
diselesaikan dengan mengedepankan itikad baik mima pihak, karena pendekatan yang
mengarusutamakan pendekatan legal formal danditigabukti gagal menyelesaikan konflik,
bahkan dalam banyak kejadian justru menyebabkaflikdierlangsung berkepanjangan dan
menimbulkan kerugian pada para pihak.

Page 2 of 9



» Pengkategorian basis-basis klaim hendaknya men&erpaécara khusus basis klaim atas dasar
hak-hak ulayat/tradisional Ini berhubungan dengasedur untuk menghormdto respect),
melindungi(to protect) dan memenukio fulfill) hak-hak masyarakat adat/lokal

» Dalam setiap penyelesaian konflik, hendaknya setauitikberatkan pada pertimbangan akan
dampak konflik terhadap keberlangsungan hidup nmrakgs yang meliputi mata pencaharian,
ketersediaan pangan, air bersih, energi dan upayanéncegah terjadinya praktek kekerasan
yang berpotensi menimbulkan korban luka hingga &omyawa.

* Penyelesaian konflik yang baik mensyaratkan ad&aymsitas yang berimbang antara para
pihak. Oleh karena itu, keinginan masyarakat untodlibatkan pendamping yang akan
membantu peningkatan kapasitas mereka bernegdsiass diberikan keleluasaan dan tidak
dipermasalahkan.

* Pelibatan lembaga yang kredibel dan independenfsighadalam setiap tahapan proses
penyelesaian konflik baik fasilitator atau mediatmaupun pelibatan pemantau/observer
independen harus dibuka seluas-luasnya, baik atdaruAPP, maupun pihak masyarakat.

» Kesepakatan yang dicapai melalui proses negostasi mediasi mesti dibarengi dengan
rencana kerja sama jangka panjang antara para,didak semata-mata terbatas pada objek
konflik.

* Penyusunan kedua standar operasional proseduremestinya tidak berangkat dari dasar
pemikiran legalistik formal. Sebagaimana kita ketalpendekatan legalistik formal ini tidak
bisa lagi menjadi alat untuk menyelesaikan masgdaig timbul dari dinamika hubungan antara
perusahaan dengan masyarakat setempat. Berdatamdasan pemikiran demikianlah upaya-
upaya resolusi konflik dikembangkan. Draft panduysenyelesaian konflik yang disusun
menunjukkan bahwa perusahaan masih mengunci dia pandekatan legalistik itu yaitu pada
“Okupasi lahan adalah penguasaan lahan secara &t faktual tanpa diikuti hak (right)
dalam artisah secara hukum”.

* Pengetahuan, pemahaman dan pandangan terhadajk lsamijat menentukan langkah apa
yang harus diambil untuk menangani konflik tersel@décara teoretis, konflik terjadi sebagai
akibat keberadaan sumber daya alam semakin laeghkargara yang berkepentingan saoree(
social-interest fiel)l banyak, persoalan-persoalan pola perilaku atderaksi destruktif
(destructive patterns of behavior or interacfipmlan ketidakseimbangan dalam mengontrol
sumber daya alam dimaksu¢héqual control of resourcegAde Saptomo, 2006).

3. Kurangnya manfaat konservas untuk Sumatera dan ketidakjelasan untuk Kalimantan

Analisis oleh Greenomi¢smenyimpulkan bahwa dampak dari kebijakan baru aategbatas
diSumatera, pusat kegiatan operasional APP selaimardpa dasawarsa terakhir ini. Sebagian
besar hutan alam di konsesi para pemasok Anda witalhangi sebelum kebijakan ini
diumumkan, dan sisanya hampir semuanya telah diigidoleh hukum atau oleh komitmen
sebelumnya dariperusahaan untuk para kreditur deEmggannya. Oleh karena itu kami tidak
mengenali adanya manfaat konservasi FCP untuk Swmatintuk Kalimantan, karena
kurangnya informasi dari Anda, kami tidak tahu agfakebijakan tersebut hanya merupakan
upayagreenwashingain atau memberikan manfaat konservasi yang théagi Indonesia.

1Greenomics (18 March 2013) APP’s artful deceptifter pulping its remaining forests, APP positidisglf as a conservation leader
with new policyhttp://www.greenomics.org/docs/APP%27s_artful_d@oepwith_new_policy 201303.pdf
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4. Kurangnya ganti rugi atas kerusakan di masa lalu

Kebijakan tersebut tidak memiliki ketentuan untugmanggulangi kerusakan di masa lalu atas
keanekaragaman hayati, ekosistem gambut dan masalsddah sosial, karena jutaan hektar
penggundulan hutandisebabkan oleh pengadaan sawat hlam untuk pabrik pulpa APP.
Beberapa penggundulan hutan yang dilakukan di Srmatelah melanggar peraturan
pemerintah dan komitmen sebelumnya dari APP senbapi para kreditur dan
pelanggannya.Beberapa pemasok kayu di masa lald tad)i diakui sebagai pemasok lagi,
sehingga APP melepaskan diri dari tanggung jawalatgs kerusakan yang telah disebabkan
oleh para pemasok tersebut. Klaim bahwa kebijakam Imerupakan wujud atas perubahan
menuju perilaku yang bertanggung jawab berbunyiokgskarena masalah-masalah yang
diwariskan ini tidak ditangani.

5. Kemungkinan kelanjutan untuk tetap mengambil Kayu KerasTropis Campuran (Mixed
Tropical Hardwood ) yang melanggar FCP

FCP APP tidak berkomitmen untuk menghentikan pasogerat hutan tropis ke setiap

pabriknya. Pabrik-pabrikdapat menerima serat tetseingantakterbatas membukakan pintu
bagi penyalahgunaan dan bisnis seperti biasanymaRean pemantauan saat ini gagal untuk
menjamin bahwa semua pasokanserat hutan tropismilagiahmana saja di Indonesia untuk

pabrik APP memenuhi ketentuan kebijakan baru kar&e&urangan-kekuranganutama

berikutini:

» Ketidaklengkapan—pengawasan internal terbatas pebarapa konsesi terpilih, membuat
sumber kayu lainnya tidakdiperiksa.

* Lemahnyapemantauan — sistem pengawasan interngldfg@mbangkan oleh APP belum
menemukan dua contoh pelanggaran kebijakan olehgeamasoknya hingga LSM-LSM di
Kalimantan Bardtmelaporkan“proses keberatan”-nya.

» Kurangnya transparansi - pengamatan tanpa syaajpabgram pengawasan internal APP
ataskonsesi-konsesi yang terpilih, atau pun korfsesesi pemasok lain tidak tersedia bagi
masyarakat sipil. Informasi lengkap tentang paragsok, luas dan status hutan alam serta
persediaan kayu di dalam dan di luar pabrik tidakedia.

* Kurangnya pengawasan independen - tidak terdagit kepatuhan terhadap kebijakan
oleh pihak ketiga yang dapat dipercaya.

6. EkspansAPP

Selama pertemuan sosialisasi APP hanya menyatagedapat 38 pemasok, banyak
daripadanya yang telah selesai menebangi hutaa. H&atus mempertanyakan mengapa APP
pada saat yang sama mengiklankan kebijakan tersebagai prestasi konservasi besar karena
hanya ada sebagian kecil hutan yang tersisa urisgtachatkan kebijakan tersebut. Apakah
terdapat beberapa konsesi APP dan sumber kayu kespss campuran yang belum
diungkapkan kepada masyarakat sipil? Artikel beRi&! terbaru tentangrencana ekspansi
besar-besaran APP Cina juga meningkatkan kepedikham bahwa FCP tidak mencakup
pasokan kayu dari negara-negara mana pun selaomésdh untuk APP Indonesia, Cina dan
pabrik-pabrik lainnya

2 (isian catatan kakinya belum ada)
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7. Model Pengelolaan Gambut di areal konsesi APP yang telah dan akan dikembangkan

Sebagian besar konsesi HTI APP, terutama di pulaa8a, diketahui berada di lahan gambut
yang keseluruhannya menggunakan system drainasé/kabagai tata manajemen airnya.
Kebijakan Hutan baru APP (FCP) hanya mengisyaratkank meneruskan dan melakukan
studi HCV dan HCS di kawasan yang masih berhutanndamasok kayu alam (Komitmen1).
Padahal seperti kita ketahui diatas sebagian lkesaesi HTI APP telah dibuka dan dikonversi
menjadi perkebunan Akasia Akibatnya tidak akan kdikan evaluasi terhadap exsisting
plantation dalam studi HCV dan HCS. Selain ituddlam modul HCV, keberadaan gambut
tidak terlalu jelas diperinci bagaimana menganaiiaa padahal satu hal yang paling penting
dilakukan adalah memetakan sebaran dan kedalanmapugdeserta system hidrologi di areal
kerja APP. Informasi gambut ini akan sangat berdwarana dengan mengetahuinya, kita akan
dapat mengetahui potensi emisi gas rumah kacadi&alyarkan dari kegiatan di lahan APP ini
beserta dampak terhadap areal di sekitarnya yasthrnarada pada satu kesatuan hidrologi. Di
modul HCS sendiri hanyaarbon poolsdari atas permukaan saja yang dihitung, padahal
sebagian besar areal APP ada di lahan gambut, etentkan dari Kerangka kerja UNFCC-
REDD+ bahwa kajian HCV di hutan harus menyertakalursh carbon poolsyang ada
termasuksoil carbondalam hal ini karbon di dalam gambut. Dampak datervensi yang
ditawarkan APP di FCP ini tidak akan signifikanéwa hanya berimbas kepada areal baru yang
masih berhutan saja, yang sebenarnya secara labijaknum telah dilindungi melalui
kebijakan moratorium pemerintah, sedangkan areékpanan yang sudah dibuka dan ditanam
tetapi berada di lahan gambut (yang kebanyakandhedi gambut dalam) tetap akan
melaksanakan praktddusiness as usudalau memang demikian, maka akan sangat sulit bag
APP untuk mencapai atau memenuhi janjinya dalamitoem 2, yaitu pengembangan yang
rendah emisi dan penurunan gas rumah kaca.

Terdapat jurang informasi antara APP dengan pamgegeti gambut lain, baik di Indonesia
maupun dunia internasional, di mana pihak APP mietaudi para ahlinya mengatakan bahwa
kegiatan pengelolaan HTI akasia di lahan gambuersieyang dilakukan saat ini tidak
mengemisikan gas rumah kaca (terutamap)Cliahkan sebaliknya memberikan kontribusi
positif dengan adanya penanaman tanaman (yangaelyanpada akhir daur akan ditebang
lagi, sehingga nilai permanensi sangat rendah).itiadangat bertolak belakang dengan apa
yang kami ketahui, kami baca dan kami amati didgpa, di mana pengelolaan HTI di lahan
gambut dengan menggunakan drainase akan mengemisikaon dalam jumlah besar dalam
jangka waktu yang panjang tergantung kegaeket depletion timé&han tersebut. Asumsi kami,
dalam jangka panjang kegiatan APP malah tidak ddakelanjutan apabila dikelola seperti
saat ini karena lahan gambut akan terdegradasidiesubsidensi sehingga permukaan air tanah
akan berada di bawah permukaan air sungai ataudantini berarti kerusakan hidrologi besar
dan biaya merehabilitasi akan sangat besar. Selsapaiah perusahaan yang ingin memiki
keberlanjutan dan efisiensi biaya, tentu hal istqu akan merugikan APP sendiri.

Untuk itu, kami meminta APP untuk lebih memperjelasmitmennya dengan melakukan
langkah-langkah tambahan yaitu:

* Memasukkan komponen gambut dalam studi HCV dan H&&lalaman, sebaran,
kandungan karbon dan hidrologi), dan dilakukan diusih areal baik yang telah
dikembangkan dan juga yang akan dikembangkan, serkereal pemasoknya.

* Apabila hasil studi HCV dan HCS menunjukkan bahvwembareal gambut bernilai penting
tetapi telah terlanjur dikelola menjadi perkebunharus dilakukan perubahan pola
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pengelolaan, baik itu berupiase outintuk direstorasi dalam waktu yang telah ditentuka
atau mengganti dengan komoditas lain yang tidaksyeatkan drainase.

* Mengembangkan riset jenis komoditas lain yang lef@mah terhadap gambut tanpa
menggunakan drainase atau intervensi lain yangt dapaisak kealamian lahan gambut itu
sendiri.

* Melakukan ekspansi kebun selanjutnya di lahan reonbgit yang sudah terdegradasi dan
bebas konflik sosial

* Melakukan penghitungan neraca karbon secara menpetli selurah areal pengelolaannya
dengan menyertakan selur@arbon poolsyang ada dan dibandingkan dengan apabila
kawasan tersebut masih berupa hutan alam atau lauémh terdegradasi yang telah di
restorasi

*  Mempersempit perbedaan informasi tentang pengelotéill akasia dengan drainase di
lahan gambut dengan melakukan diskusi panel, kfyjgmsama beserta pemantauan yang
melibatkan pihak pihak yang memiliki keahlian dalémang tersebut dan independen
terhadap APP.

Agar dapat diterima di pasar global, APP harus raknigdan menebus kerusakan lingkunganhidup
dan sosial yang luas yang disebabkannya, sertaadakgn rehabilitasi ekosistem dan memecahkan
konflik-konflik sosial yang merupakan inti dari kgtkan barunya. Kinerja perusahaan akan diukur
berdasarkan tolak ukur tersebut.

Kami merekomendasikan kepada APP untuk membuabakan penting berikut ini untuk secara tepat
memperkuat kebijakan dan pelaksanaannya, untuk kimkga masyarakat bahwa APP berkomitmen
untuk menjadi pemasok pulpa dan kertas yang besraartbertanggung jawab :

Mengungkapkan kepada masyarakat sipil tentang mangasokan kayunya dan informasi basis
sumber keseluruhan untuk seluruh Sumatera dan Katan untuk memperjelas manfaat
konservasi nyata darikebijakan untuk membuktikamzahal tersebut bukan hanya tindakan
greenwashing

Memperkenalkan program yang komprehensif untuk neebgki dan mengkompensasi
kerusakan yang menghancurkan yang disebabkan elgiatan operasional perusahaan dan
terus menyebabkan ekosistem negara menjadi sesmsitih menyelesaikan konflik-konflik
sosial berdasarkan saran dari pihak ahli sertapikefiga eksternal yang benar-benar
independen, termasuk organisasi masyarakat sinesia;

Menetapkan tanggal 5 Mei 2013 sebagai batas waktaskbagi semua pabrik yang berasosiasi
dengan APP secara global untuk berhenti menerimarsanpulpakan serat hutan tropis untuk
menunjukkan bahwa APP serius dengan kebijakan pardan tidak meninggalkan celah untuk
penyalahgunaan;

Secara signifikan meningkatkan transparansi darlikeh sistem untuk memantau dan
memverifikasi pelaksanaan kebijakan yang ditingkatkyang terpenting dalam pengambilan
kayu oleh perusahaan, restorasi ekosistem dan t&agkagiatan penanggulangan konflik
sosial.

Dalam pertemuan antara SMG/APP dan LSM berikutkgai menyarankan untuk mendiskusikan
poin-poin di atas. Untuk informasi Anda, kami telaemberikan catatan tambahan pada daftar topik
yang kami percaya sangat penting bagi perumusarpe@ksanaan kebijakan kehutanan baru yang
benar-benar komprehensif. Berikut Permintaan karhiaidap isu ini :
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1. Akhiri Semua PasokanSerat Hutan Tropis ke Semua Pabrik

a.

Nyatakan kepada publik bahwa tanggal 5 Mei 2013upadan tanggal pasti di
mana setelah itu APP tidak akan lagi mengangkuti Kaytan tropis apa pun ke
pabriknya yang mana pun.

Berikan catatan tambahan atas kebijakan hutan kepada kegiatan operasional
SMG/APP yang terkait di seluruh dunia.

Pasang kamera web yang dapat diakses oleh maslyanaikdi atas gerbang pabrik
untuk memantau Kayu Keras Tropis Campuran yang reeknpabrik.

2. Restoras Kawasan HCV danL ahan Gambut

a.

Berkomitmen kepada publik untuk membahas dan mexkgtpdi mana perusahaan
akan merestorasi kawasan HCV dan lahan gambut dsiggetm yang telah
dihancurkan oleh kegiatan operasional Anda berdasatekomendasi oleh sebuah
panel tenaga ahli dari pihak ketiga yang benardibémdependen, saling dapat
diterima.

Berkomitmen kepada publik untuk melaksanakan rekalas dari penilaian HCV
yang telah dilakukan di semua property yang teraitgan kegiatan operasional
APP. Penilaian HCV dilakukan dengan mengikuitdonesia HCV Toolkitdan
dilakukanpeer review

3. Transparansi

a.

Nyatakan segera kepada publik hasil penghitungaR Afas jumlah volume kayu
persediaan para pemasok pada akhir 31 Januari Z8r&ulaan moratorium
penebangan hutan yang ditentukan sendiri oleh APP.

Tunjuk auditor pihak ketiga yang benar-benar indele@ yang dapat diterima oleh
masyarakat sipil untuk memastikan apakah pengamlstat kayu oleh semua
pabrik APP sejalan dengan kebijakan baru dan depgagungkapan kepada publik
hingga proses dan temuan audit.

Segera publikasikan koordinat garis bujur/lintaepat dari setiap lokasi dari mana
pemasok APP akan mengirimkan kayu gelondongantlepggabriknya.

. Segera publikasikan koordinat garis bujur/lintaspat dari setiap lokasi di dalam

semua pabrik ke mana para pemasok APP akan mekairikayugelondongan.
Berikan izin bagi organisasi masyarakat sipil unteksuk dan/atau terbang di atas
setiap konsesi dan/atau pabrik setiap saat.

Berikan izin bagi organisasi masyarakat sipil untalenandai setiap kayu
gelondongan yang ditujukan ke setiap pabrik APP danemukan tanda itu
kembali pada saat kayu gelondongan tersebut d&tadglam pabrik.

Berikan izin bagi organisasi masyarakat sipil untoleminta, meninjau dan
memotret dokumen dan muatan yang menyertai setidp atau tongkang atau
kendaraan lain yang membawa kayu ke setiap palitik. A

Berikan izin bagi organisasi masyarakat sipil untokmasang kamera di setiap
gerbang pabrik, sediakan daya untuk kamera apdipalukan, dan pastikan bahwa
kamera beroperasi dengan baik tanpa henti selaamggikp perlu oleh organisasi
masyarakat sipil.
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I. Segera publikasikan poligon yang tepat dari konsesiua pemasok APP yang ada
pada tanggal 31 Januari 2013, dan tiap-tiap komsesana setiap perusahaan yang
berasosiasi dengan APP memiliki permohonan izirg yartunda.

j. Bentuk kelompok yang terdiri dari Masyarakat Sighdn para ahli dengan reputasi
internasional untuk melakukareer reviewdan menyetujui kawasan HCV dan HCS
yang diidentifikasi oleh masing-masing kontraktd?FA

k. Publikasikan menurut tanggal diselesaikannya, palidari tiap-tiap Kawasan HCV
dan tiap-tiap kawasan HCS yang diidentifikasi atedsing-masing kontraktor APP.

|. Segera publikasikan identitas dan rincian Kerangkaean atas semua kontraktor
APP yang bekerja dalam penelitian para ahli di lsanaHCV, HCS dan lahan
gambut yang telah diumumkan, serta program pemantau

m. Segera publikasikan standar yang tepat bagi pamtrdédor APP dalam
mengidentifikasikan kawasan HCV dan HCS, khususygag menggambarkan
dengan rinci jenis-jenis penilaian HCV yang sangatta perbedaannya yang Anda
rencanakan akan dilakukan di berbagai konsesi.

n. Segera publikasikan konsesi dan blok konsesi mamapdt dan kapan akan
dilakukan HCV, HCS dan kegiatan pemantauan.

0. Segera publikasikan petsselinedan peta stratifikasi tutupan lahan yang dibuat
oleh kontraktor HCS Anda.

p. Publikasikan semua laporan HCV, HCS dan pemantagam peer review
ataslaporan-laporan tersebut sesegera mungkiralsetemua kontraktor APP yang
terlibat di dalamnya menyerahkannya kepada Anda.

Kami berharap saran ini dapat dipertimbangkan ABIBn menciptakan tujuan spesifik dan tolak
ukur kinerja yang berkaitan dengan konflik soseh,dFPIC, serta konservasi dan restorasi
sebagaimana tertuang dalam komitreastainabilitydan rencana implementasinya.

Kami menanti respon dari perusahaan APP dan siapmab pertanyaan apapun.

Hormat kami,

Harry Oktavian, Scale Up

Made Ali, Jikalahari

Sisilia/ Andiko, HUMA

Diki Kurniawan, WARSI

Manggara Silalahi, Burung Indonesia
Aidil Fitri, Wahana Bumi Hijau

Nursamsu, WWF Indonesia
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Pajri, Sampan
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9. Sulhaimi, Titian
10.Erlangga Rizky Ananta, Link-AR Borneo
11.Rangga Irawan, JPIK Focal Point Kalimantan Barat

12.Irwansyah Reza Lubis, Pemerhati Gambut dan Kehati
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